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ABSTRAK 

Penelitian mengenai Efektivitas Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Studi Kasus Sistem Informasi Investasi 
di Kabupaten Pandeglang ini bertujuan untuk  mengetahui sejauh mana efektivitas penerapan Sistem Informasi Investasi 
(SIGAMPANG) di Kabupaten Pandeglang. Sistem Informasi Investasi (SIGAMPANG) merupakan instrumen penting 
dalam rangka peningkatan minat investasi dari para investor yang bermuara pada meningkatnya nilai investasi dan 
Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Pandeglang. Selama ini penerapan SIGAMPANG belum berjalan optimal 
salah satunya disebabkan oleh belum efektifnya penerapan prinsip tata kelola dan kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis 
Elektronik (SPBE) di Kabupaten Pandeglang. Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif dengan metode penelitian 
kualitatif untuk mengetahui efektivitas SPBE Sistem Informasi Investasi (SIGAMPANG) di Kabupaten Pandeglang dari 
sisi tata kelola SPBE sesuai Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur SPBE Nasional khususnya 
mengenai Peran Tim Koordinasi SPBE, Perencanaan SPBE, Penganggaran SPBE serta Pemantaua dan Evaluasi SPBE. Saat 
ini terdapat banyak penelitian terkait SPBE namun fokus pada peningkatan indeks SPBE itu sendiri, bukan pada dampak 
yang bisa dilahirkan pada penggunaan sistem informasi seperti SIGAMPANG. Penelitian ini menjadi sangat penting 
karena bisa menjadi bahan pertimbangan pengambil kebijakan di Kabupaten Pandeglang agar Sistem Informaasi Investasi 
(SIGAMPANG) yang meurpakan program unggulan Bupati Pandeglang bisa berjalan optimal dan efektif. 
Kata Kunci : Efektifitas, Tata Kelola SPBE, Sistem Informasi Investasi 
 

 

Abstract 

Research on the Effectiveness of the Electronic-Based Government System (SPBE) Case Study of the Investment Information System 
in Pandeglang Regency aims to determine the extent of the effectiveness of the implementation of the Investment Information System 
(SIGAMPANG) in Pandeglang Regency. 
The Investment Information System (SIGAMPANG) is an important instrument in increasing investment interest from investors 
which leads to increasing investment value and Regional Original Income (PAD) in Pandeglang Regency. So far, the implementation 
of SIGAMPANG has not run optimally, one of which is due to the ineffective implementation of governance principles and Electronic 
Based Government System (SPBE) policies in Pandeglang Regency. This research uses descriptive analysis with qualitative research 
methods to determine the effectiveness of the SPBE Investment Information System (SIGAMPANG) in Pandeglang Regency in terms 
of SPBE governance in accordance with Presidential Regulation Number 132 of 2022 concerning National SPBE Architecture, 
especially regarding the Role of the SPBE Coordination Team, SPBE Planning, SPBE Budgeting. and SPBE Monitoring and 
Evaluation. Currently there is a lot of research related to SPBE but it focuses on increasing the SPBE index itself, not on the impact 
that can be had by using information systems such as SIGAMPANG. This research is very important because it can be used as material 
for consideration by policy makers in Pandeglang Regency so that the Investment Information System (SIGAMPANG), which is the 
Pandeglang Regent's flagship program, can run optimally and effectively. 
Keywords: Effectiveness, SPBE Governance, Investment Information System 
 

A. PENDAHULUAN 

Pemerintah saat ini menuntut Aparatur Sipil Negara 
(ASN) baik di tingkat pusat maupun daerah 
menyelenggarakan reformasi birokrasi berdampak. Istilah 
reformasi birokrasi berdampak dicetuskan oleh Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 
Birokrasi (Menpan-RB) Abdullah Azwar Anas sebagai 
upaya pemerintah agar ASN tidak lagi bekerja dengan 
orientasi administratif, tenggelam dalam tumpukan kerta, 
serta menghabiskan waktu lebih banyak untuk mengurus 

mailto:nana300183@gmail.com
mailto:joko.sdr1707@gmai.com
mailto:aguslukman.hakim@stiabanten.ac.id


(Seminar Nasional Ilmu Adminstrasi) 
Kolaborasi Triple Helix dalam Membentuk SDM Unggul di Era Society 5.0                                           

24 Februari 2024, Pascasarjana STIA Banten 

                                                                                                                                                    

 

57 
 

surat pertangung jawaban (SPJ). Pemerintah saat ini 
berharap setiap hasil kinerja ASN mampu memberikan 
dampak signifikan bagi masyarakat.  
Reformasi birokrasi berdampak yang dicetuskan oleh 
Menpan-RB Abdullah Azwar Anas disusun secara 
tematik berdasarkan program prioritas pemerintah. Pada 
tahun 2023 reformasi birokrasi berdampak diarahkan 
pada empat (4) sasaran utama yaitu kemiskinan, investasi, 
percepatan program prioritas (penggunaan produk dalam 
negeri, inflasi dan stunting), serta digitalisasi pemerintah 
sebagai penopang dari tiga sasaran pemerintah di atas. 
(https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/menteri-panrb-
minta-birokrasi-harus-berdampak-turunkan-stunting, di akses 
pada tanggal 1 September 2023). 
Digitalisasi pemerintah yang kini lebih dikenal dengan 
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) memiliki 
peran penting dalam penerapan reformasi birokrasi 
berdampak di Indonesia. Sepriano et al. (2023) 
menyatakan digitalisasi diarahkan untuk merevolusi 
desain pelayanan publik lama dengan sistem manual agar 
beralih ke sistem baru yang digital agar pelayanan 
menjadi lebih cepat, tepat dan mudah. Dengan kata lain, 
digitalisasi sangat diperlukan oleh setiap lini organisasi 
sektor pemerintah untuk memberikan pelayanan terbaik 
kepada masyarakat.  
SPBE memiliki peran penting dalam memberikan 
kemudahan informasi dan akses layanan kepada 
masyarakat. Hal tersebut sejalan dengan tujuan 
penyelenggaraan SPBE dalam Peraturan Presiden Nomor 
95 Tahun 2018 tentang Sitem Pemerintah Berbasis 
Elektronik (SPBE) yaitu mampu mewujudkan tata kelola 
Pemerintahan yang bersih, transparan, 
menyelenggarakan pelayanan publik yang berkualitas, 
efektif dan akuntabel. Mengingat pentingnya peran 
digitalisasi dalam reformasi birokrasi berdampak maka 
digitalisasi tersebut, menjadi bagian dalam Evaluasi 
Sistem Pemerintahan Berbasis Ektronik (SPBE) tahun 2023 
sesuai dengan Pedoman Pemantauan Evaluasi SPBE 
Nomor 6 Tahun 2023. 
memiliki peran penting dalam memberikan kemudahan 
informasi dan akses layanan kepada masyarakat. Hal 
tersebut sejalan dengan tujuan penyelenggaraan SPBE 
dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang 
Sitem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) yaitu 
mampu mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang 
bersih, transparan, menyelenggarakan pelayanan publik 
yang berkualitas, efektif dan akuntabel. Dalam kerangka 
Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018, Sistem 
Pemerintahan Berbasis Elektronik mengatur domain yang 
indeksnya harus dimaksimalkan oleh Instansi 
Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah. Domain 

tersebut adalah Kebijakan, Tata Kelola, Manajemen dan 
Layanan SPBE (Layanan Administrasi Pemerintahan dan 
Layanan Publik).  
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik berdampak 
pada kualitas e-Government di Indonesia. data United 
Nations E-Government Survey 2022 menunjukan bahwa 
Indonesia berada di peringkat 77 dunia dalam 
pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. 
Posisi tersebut meningkat dibanding tahun 2020 yang 
berada di urutan ke-88 dan berada di peringkat 107 pada 
tahun 2018. (Indonesia Naik 11 Peringkat Hasil Survey E 
Government PBB, https://menpan.go.id/site/berita-
terkini/indonesia-naik-11-peringkat-hasil-survei-e-

government-pbb, diakses 4 September 2023). 
 
B. PEMBAHASAN  
Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode 
penelitian kualitatif, peneliti membahas “Sistem 
Pemerintahan Berbasis Elektronik (Studi Kasus Sistem 
Informasi Investasi )”. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh 
beberapa permasalahan yang terjadi (1) terjadinya 
perpindahan kewenangan pengelolaan SIGAMPANG 
sejak awal pembangunan pada tahun 2020 dari Badan 
Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) ke 
DPMPTSP. Kemudian setelah berjalan satu tahun 
kewenangan pengelolaan SIGAMPANG kembali 
berpindah dan menjadi tanggung jawab Diskomsantik 
Pandeglang. Perpindahan kewenangan tersebut 
berdampak pada perubahan perencanaan dan 
penganggaran dari masing-masing perangkat daerah 
yang terlibat (Bappeda, DPMTPSP dan Diskomsantik) 
Kabupaten Pandeglang. (2) Permasalahan lainnya yang 
menyebabkan SIGAMPANG belum berjalan efektif dalam 
meningkatkan investasi di Kabuapten Pandeglang adalah 
belum adanya gambaran yang jelas tentang kerangka 
dasar pengembangan aplikasi (Arsitektur) serta proses 
bisnis yang mengatur peran dan fungsi berbagai 
perangkat daerah yang terlibat dalam pengembangan 
SIGAMPANG. Padahal SIGAMPANG merupakan 
aplikasi prioritas dan menjadi unggulan Kepala Daerah 
untuk meningkatkan investasi di Kabupaten Pandeglang. 
Permasalahan berikutnya yang juga cukup krusial adalah 
peran ketua tim koordinasi dalam hal ini Sekretaris 
Daerah dalam memimpin dan mengarahkan agar 
SIGAMPANG dapat benar-benar berperan dalam 
meningkatan investasi di Kabupaten Pandeglang. 
Melihat dari permasalahan tersebut peneliti melakukan 
penelitian menggunakan teori Sondang P Siagian (2008) 
yaitu terkait dengan strategi pencapaian tujuan, 
perencanaan dan penganggaran yang matang, 
pelaksanaan yang efektif dan efisien, ketersediaan sarana 
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dan prasarana yang memadai serta pengawasan dan 
pengendalian yang bersifat mendidik. Mengacu pada 
peraturan presiden Nomor 132 tahun 2022 tentang 
Arsitektur Sistem pemerintahan Berbasis Elektronik 
Nasional  
Berdasarkan hasil observasi serta wawancara yang 
dilakukan peneliti di Sekretariat Daerah, Dinas 
Komunikasi Informatika Sandi dan Statistik, Badan 
Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Pengelola 
Keuangan Daerah, Inspekorat, Dinas Penanaman Modal 
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Peneliti menggunakan 
teori Sondang P Siagian (2008) yaitu sebagai berikut :  
1. Kurun waktu yang ditentukan. 
2. Tidak lagi idelaistik melainkan pemikiran pragmatis 

dalam arti bahwa sasaran tersebut diyakini memang 
mungkin tercapai. 

3. Sasaran merupakan target yang konkret. 
Guna memperjelas terkait kendala dan hambatan yang 
dialami dalam efektifitas pengelolaan sistem 
pemerintahan berbasis elektronik  studi kasus sisten 
inofrmasi potensi investasi pada pemerintah Kabupaten 
Pandeglang  maka peneliti menyusun kedalam bentuk 
tabel  dibawah ini : 
1. Dari sisi kebijakan / regulasi. 

a) Belum adanya peraturan derah yang mengikat 

tetang investasi daerah. 

b) Belum adanya audit internal dari pihak 

inspektorat terkait investasi daerah. 

c) Belum adanya surat Keputusan Kepala Dinas 

tentang Pembentukan TIM Pendukung 

penyusunan tahun 2023. 

d) Belum dirubahnya Surat Keputusan Bupati 

Pandeglang tentang TIM Penyusun terkait 

Investasi Daerah. 

2. Dari sisi sistem aplikasi. 
a) Belum adanya perubahan data dari beberapa 

OPD terkait invetasi. 
b) Belum adanya pembangunan aplikasi seperti 

pembangunan mobile dan web potensi 
pandeglang berbasisi GIS dengan sistem berada 
di Cloud  

c) Belum adanya pengembanga aplikasi seperti 
pengembangan mobile dan web potensi 
pandeglang berbaisi GIS. 

d) Belum adanya pembangunan sosial media seperti 
tersedianya akun sosial media sebagai media 
promosi. 

e) Belum adanya pembangunan BOT WA 
sigampang seperti tersedianya WA centang hijau 
(Verified) resmi di aplikasi untuk memudahkan 

investor berkomunikasi tanpa aplikasi selaia 
whatsapp dan dillayani oleh robot yang telah di 
desain melayani investor yang berbasis artificial 
intelligence. 

3. Dari sisi investasi. 

a) Nilai investasi tiap tahun masih fulktuasi dan 

tidak stabil. 

 
C. PENUTUP DAN REKOMENDASI 

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah 
dikemukakan pada bab sebelumnya, maka peneliti 
dapat menarik kesimpulan dalam penelitian ini 
kedalam beberapa point dibawah ini :  
1. Pemerintah Kabupaten Pandeglang telah banyak 

mengeluarkan berbagai program untuk 
meningkatkan PAD yang tentu saja memiliki tujuan 
untuk pemerataan pembangunan dan 
kesejahteraan masyarakat. Berbagai upaya telah 
dilakukan salah satunya yaitu melalui sistem 
digital, akhirnya pada tahun 2020 pemerintah 
Kabupaten Pandeglang meluncurkan sebuah 
aplikasi sistem informasi potensi Investasi atau 
sering disebut dengan aplikasi SIGAMPANG. 
Kemunculan aplikasi ini sangat diharapkan dapat 
membawa perubahan serta memiliki manfaat yang 
besar dalam meningkatkan nilai investasi yang 
dengan harapannya dapat juga meningkat PAD 
Kabupaten Pandeglang. 

2. Adanya aplikasi SIGAMPANG sebagai solusi 
untuk meningkatkan nilai investasi nyatanya 

belum dapat dimanfaatkan secara optimal, aplikasi 
SIGAMPANG sampai pada saat ini belum mampu 
membawa perubahan kenaikan nilai investasi 
secara signifikan. Nilai investasi setiap tahunnya 
masih tetap mengalami fluktuasi dan tidak stabil. 
Jumlah investor yang tidak menentu serta nilai 
investasi dari berbagai sektor yang tidak tentu 
hasilnya. 

3. Implementasi aplikasi sistem informasi potensi 
investasi atau SIGAMPANG berdasarkan teori 
efektifitas dari pengelolaan sistem informasi SPBE 
menurut  Sondang P Siagian (2018:77) dengan 
beberapa indikator seperti : Kejelasan tujuan dan 
strategi yang hendak dicapai; Proses regulasi dan  
kewenangan program; Perencanaan yang  matang; 
Tersedianya sarana dan prasarana; Pelaksanaan 
yang efektif dan efisien ; Sistem pengawasan dan 
pengendalian .  Berdasarkan hasil penelitian dan 
wawancara menunjukan bahwa dari ke 6 indikator 
tersebut ditemukan tidak efektif. Mulai dari 
kurangnya memiliki tujuan dan strategi yang jelas, 
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tidak adanya regulasi terkait penanaman modal 
dan investasi di Kabupaten Pandeglang, sarana dan 
prasarana yang tidak didukung dengan aplikasi 
lain yang dapat mendukung SIGAMPANG efektif, 
serta kurangnya pengawasan dan pengendalian 
dari pimpinan dan ketua tim yang kurang optimal.  

4. Dalam pengelolaan aplikasi SIGAMPANG 
ditemukan berbagai kendala dan hambatan 
diantaranya dari sisi regulasi tidak adanya regulasi. 
Adapun upaya yang sudah dilakukan pemerintah 
untuk mengatasi kendala dalam pengelolaan 
aplikasi SIGAMPANG yaitu : Promosi dengan 
mengikuti pameran, pemanfataan sumber daya 
alam dan potensi daerah, mengadakan pertemuan 
rutin dengan para investor untuk menambah atau 
menaikan nilai investasi. namun upaya-upaya 
tersebut belum memberikan solusi serta belum 
mengatasi permasalahan secara menyeluruh. 

Saran : 
1. Untuk Bupati Pandeglang 

a) Segera rumuskan dan tetapkan regulasi 

peraturan daerah terkait penanaman modal atau 
investasi agar memudahkan dalam pengelolaan 
investasi di Kabupaten Pandeglang 

b) Lakukan evaluasi dan monitoring secara 
menyeluruh terkait kinerja para OPD yang 
diberikan tanggung jawab dalam pengelolaan 
SIGAMPANG, sehingga aplikasi digital ini 
dapat memberikan manfaat yang besar bagi 
peningkatan PAD di Kabupaten Pandeglang. 

c) Segera cari tahu terkait permasalahan 
SIGAMPANG dan berikan solusi yang dapat 
mengatasi permasalahan implementasi aplikasi 
SIGAMPANG yang tidak efektif  

2. Untuk Setda Kabupaten Pandeglang 

a) Tingkatkan kembali kinerja sebagai ketua tim 
SPBE. 

b) Tingkatkan kembali sosialisasi dan koordinasi 
dengan para SKPD yang memiliki tanggung 
jawab dalam pengelolaan SIGAMPANG 

c) Lakukan pengawasan dan pengendalian 
kembali terhadap kinerja sehingga hasil akan 
maksimal dna sesuai tujuan bersama. 

3. Untuk Diskomsantik Kabupaten Pandeglang 
a) Tingkatkan kembali promosi dari berbagai 

media, bukan hanya menggunakan media 
digital melainkan semua media dan alat yang 
dapat digunakan untuk promosi dan sosialisasi 
perlu untuk digunakan. 

b) Ikuti pelatihan khusus terkait sistem informasi 
sehingga dalam penggunaanya aplikasi 
SIGAMPANG dapat optimal dan berkembang. 

Sehingga SDM akan unggul dan berkualitas. 
4. Untuk DPMTSP Kabupaten Pandeglang 

a) Tetap bersinergi dengan SKPD lainnya untuk 
kolaborasi mengembangkan dan membantu 
agar nilai invesasti dapat naik secara signifikan. 

b) Lakukan promosi secara terus menerus dengan 
di bantu Diskomsantik, agar aplikasi 
SIGAMPANG dapat diketahui banyak orang. 
Khususnya bagi para calon investor baru. 
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